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Abstrak

Pilkada 2024 menuntut optimalisasi peran pemilih tidak hanya sebagai peserta
elektoral, tetapi juga sebagai aktor aktif dalam pengawasan proses demokrasi di
tingkat lokal. Penelitian ini bertujuan menganalisis optimalisasi pengawasan
partisipatif pemilih melalui inovasi teknologi pendidikan politik dengan
menggunakan model Digital Civic Pedagogy. Model ini memposisikan teknologi digital
sebagai medium pedagogis untuk membangun literasi politik, kesadaran kewargaan,
dan kapasitas partisipatif pemilih dalam pengawasan pemilihan kepala daerah.
Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus terhadap
inovasi pengawasan yang dikembangkan oleh Bawaslu Kota Serang pada Pilkada
2024, meliputi pemanfaatan teknologi informasi, edukasi dan sosialisasi interaktif,
pelibatan masyarakat dalam pengawasan partisipatif, serta pengembangan platform
keterbukaan data Pilkada. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, studi
dokumentasi, dan observasi terhadap praktik pengawasan partisipatif. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa inovasi teknologi pendidikan politik berbasis model
Digital Civic Pedagogy mampu mengoptimalkan pemahaman pemilih terhadap
tahapan Pilkada dan mekanisme pengawasan, serta meningkatkan keterlibatan aktif
pemilih dalam pemantauan dan pelaporan dugaan pelanggaran. Penelitian ini
menegaskan pentingnya integrasi pendidikan kewargaan digital dan pengawasan
partisipatif sebagai strategi penguatan demokrasi lokal yang berkelanjutan.

Kata kunci: Digital Civic Pedagogy; teknologi pendidikan politik; pendidikan
kewargaan; pengawasan partisipatif pemilih; Pilkada 2024

Pendahuluan

Pemilihan kepala daerah merupakan instrumen fundamental demokrasi lokal
yang tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme sirkulasi kekuasaan, tetapi juga
sebagai arena pembelajaran kewargaan bagi warga negara (Dahl, 2015; Norris, 2024 ).
Dalam perspektif kewargaan, kualitas demokrasi sangat ditentukan oleh tingkat
keterlibatan warga yang sadar, reflektif, dan berkelanjutan dalam seluruh tahapan
pemilihan, termasuk pengawasan (Isin & Nielsen, 2008) . Pengawasan partisipatif
menempatkan pemilih sebagai subjek demokrasi yang berperan aktif dalam menjaga
integritas proses electoral (Fung, 2015). Dengan demikian, pengawasan partisipatif
merupakan ekspresi konkret dari kewargaan aktif dalam demokrasi lokal.
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Namun, dalam praktiknya, pengawasan partisipatif masih menghadapi
berbagai keterbatasan, terutama terkait kapasitas pemilih dalam memahami
mekanisme, aturan, dan tahapan pemilihan (Dalton, 2017). Partisipasi warga dalam
pengawasan sering kali bersifat sporadis dan reaktif terhadap pelanggaran tertentu,
bukan hasil dari kesadaran kewargaan yang dibentuk melalui pendidikan politik
yang sistematis (Print & Lange, 2013). Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan
regulasi dan kelembagaan pengawasan saja belum cukup untuk menjamin kualitas
partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, penguatan pengawasan partisipatif
menuntut intervensi pendidikan politik yang terencana dan berkelanjutan.

Perkembangan teknologi digital membuka peluang baru dalam transformasi
pendidikan politik dan praktik kewargaan (Bennett, 2012). Pemanfaatan teknologi
pendidikan memungkinkan proses pembelajaran politik berlangsung secara lebih
interaktif, kontekstual, dan partisipatif melalui media digital dan platform daring
(Jenkins et al., 2016). Teknologi digital tidak hanya berfungsi sebagai sarana
penyebaran informasi, tetapi juga sebagai medium pedagogis yang membentuk
pengetahuan, sikap, dan keterampilan partisipasi politik warga negara (Kahne &
Bowyer, 2019). Dengan demikian, teknologi digital berpotensi menjadi instrumen
strategis dalam penguatan pendidikan politik pemilih.

Dalam kerangka tersebut, Digital Civic Pedagogy dipahami sebagai pendekatan
pedagogis yang mengintegrasikan teknologi digital dengan tujuan pembentukan
literasi politik, kesadaran kewargaan, dan kapasitas partisipasi demokratis (Mirra et
al., 2018). Pendekatan ini menempatkan warga negara sebagai pembelajar aktif yang
terlibat langsung dalam praktik demokrasi melalui pengalaman digital yang
bermakna (Theocharis & van Deth, 2018). Dalam konteks pemilihan, Digital Civic
Pedagogy memungkinkan pendidikan politik tidak berhenti pada aspek normatif,
tetapi terhubung langsung dengan praktik pengawasan pemilu. Hal ini menegaskan
relevansi pedagogi digital dalam penguatan demokrasi elektoral.

Pilkada 2024 di Indonesia berlangsung dalam konteks meningkatnya
penggunaan teknologi digital dan intensitas kampanye politik di ruang daring (Lim,
2017). Di satu sisi, kondisi ini membuka peluang perluasan pendidikan politik
pemilih, namun di sisi lain menghadirkan tantangan berupa disinformasi, kampanye
hitam, dan rendahnya literasi politik digital (Wardle & Derakhshan, 2017). Tanpa
pendekatan pedagogis yang tepat, partisipasi pemilih berisiko bersifat prosedural dan
tidak berkontribusi pada penguatan demokrasi substantif (Norris & Nai, 2017). Untuk
itu, inovasi pendidikan politik berbasis digital menjadi kebutuhan mendesak dalam
Pilkada.

Dalam konteks kelembagaan, Badan Pengawas Pemilu memiliki peran strategis
dalam mendorong pengawasan partisipatif sebagai bagian dari upaya menjaga
integritas pemilihan (Bawaslu RI, 2020). Pada level lokal, Bawaslu Kota Serang
mengimplementasikan berbagai inovasi pengawasan tahapan pencalonan Pilkada
2024 melalui pemanfaatan aplikasi “Jarimu Awasi Pemilihan”, media sosial edukatif,
sistem pelaporan online, serta pengawasan kampanye digital. Inovasi ini sejalan
dengan prinsip tata kelola demokratis yang menekankan transparansi, akuntabilitas,
dan kolaborasi antaraktor (Meijer et al., 2018). Praktik ini menunjukkan adanya
integrasi awal antara teknologi, pendidikan politik, dan pengawasan pemilu.
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Selain inovasi berbasis teknologi, Bawaslu Kota Serang juga melibatkan
masyarakat sebagai pengawas partisipatif melalui pelatihan dan workshop
pengawasan pemilihan. Pelibatan ini tidak hanya memperluas jangkauan
pengawasan, tetapi juga berfungsi sebagai proses pembelajaran kewargaan yang
membangun kapasitas pemilih dalam memahami aturan dan etika pemilihan (Antlov
et al., 2016). Melalui pelibatan aktif tersebut, pemilih didorong untuk berperan
sebagai aktor pengawasan, bukan sekadar objek kebijakan pemilu. Dengan demikian,
pengawasan partisipatif memiliki dimensi pedagogis yang signifikan.

Meskipun demikian, fenomena lapangan menunjukkan bahwa pemanfaatan
teknologi pengawasan belum sepenuhnya diiringi oleh peningkatan kualitas
partisipasi pemilih secara merata (Dalton, 2017). Sebagian laporan masyarakat masih
bersifat administratif dan belum mencerminkan pemahaman substantif terhadap
pelanggaran pemilihan. Selain itu, pengawasan kampanye digital menghadapi
tantangan berupa maraknya hoaks dan manipulasi informasi politik (Aspinall &
Mietzner, 2019). Kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara inovasi
teknologi dan kapasitas pendidikan politik pemilih.

Dari sisi akademik, kajian pengawasan pemilu di Indonesia cenderung berfokus
pada aspek regulasi, kelembagaan, dan penegakan hukum, sementara dimensi
pendidikan politik dan pedagogi digital masih relatif terpinggirkan (Aspinall &
Mietzner, 2019; Print & Lange, 2013). Penelitian mengenai Digital Civic Pedagogy
umumnya menempatkan partisipasi politik pada ranah diskursus daring dan ekspresi
politik, bukan pada praktik pengawasan pemilihan yang bersifat institusional (Mirra
et al.,, 2018). Hal ini menunjukkan adanya celah penelitian dalam integrasi antara
teknologi pendidikan politik dan pengawasan partisipatif pemilih.

Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan memposisikan inovasi
pengawasan Bawaslu Kota Serang sebagai praktik Digital Civic Pedagogy dalam
pendidikan politik pemilih pada Pilkada 2024. Kebaruan penelitian terletak pada
analisis bagaimana aplikasi pengawasan, media sosial edukatif, pelatihan pengawas
partisipatif, serta sistem kontrol dan evaluasi berfungsi sebagai medium
pembelajaran kewargaan digital. Dengan pendekatan ini, penelitian berkontribusi
pada pengembangan kajian kewargaan digital dan penguatan strategi pengawasan
partisipatif dalam demokrasi lokal.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
optimalisasi pengawasan partisipatif pemilih melalui inovasi teknologi pendidikan
politik dengan model Digital Civic Pedagogy pada Pilkada 2024. Pertanyaan penelitian
yang diajukan adalah: bagaimana inovasi teknologi pengawasan yang dikembangkan
Bawaslu Kota Serang berkontribusi terhadap peningkatan kapasitas pendidikan
politik dan partisipasi pemilih dalam pengawasan tahapan pencalonan kepala
daerah? Jawaban atas pertanyaan ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis dan
praktis bagi penguatan demokrasi elektoral di Indonesia.

Metode Penelitian
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Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus
untuk menganalisis penguatan pengawasan partisipatif pemilih melalui inovasi
teknologi pendidikan politik berbasis Digital Civic Pedagogy pada Pemilu 2024.
Pendekatan studi kasus dipilih karena mampu menangkap secara mendalam
interaksi antara aktor, teknologi, dan konteks kelembagaan dalam praktik
pengawasan pemilu local (Creswell & Poth, 2018; Yin, 2018). Dengan pendekatan ini,
penelitian diarahkan untuk memahami proses, makna, dan implikasi inovasi digital
dalam membangun partisipasi pengawasan yang berkelanjutan.

Penelitian dilaksanakan di Kota Serang dengan fokus pada praktik pengawasan
partisipatif yang dikembangkan oleh Bawaslu Kota Serang. Informan penelitian
meliputi komisioner dan staf Bawaslu, relawan pengawas partisipatif, perwakilan
organisasi masyarakat sipil, pemantau pemilu, penggiat media sosial, serta pemilih
yang terlibat dalam kegiatan edukasi dan pengawasan berbasis digital. Pemilihan
informan dilakukan secara purposive sampling dengan mempertimbangkan tingkat
keterlibatan dan peran strategis dalam implementasi pengawasan partisipatif
berbasis teknologi (Palinkas et al., 2015). Komposisi informan ini memungkinkan
analisis yang mencerminkan perspektif kelembagaan, masyarakat sipil, dan warga
secara simultan.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi
partisipatif, dan studi dokumentasi sebagai teknik utama dalam penelitian kualitatif
(Bowen, 2009; Kvale & Brinkmann, 2015). Wawancara digunakan untuk menggali
pengalaman dan persepsi aktor terkait inovasi pengawasan digital, observasi
difokuskan pada praktik edukasi politik dan aktivitas pengawasan di ruang digital,
sementara dokumentasi mencakup regulasi, laporan pengawasan, serta konten media
sosial dan platform edukasi pemilu. Integrasi teknik ini memperkuat pemahaman
empiris atas praktik Digital Civic Pedagogy dalam pengawasan pemilih.

Analisis data dilakukan secara tematik melalui proses reduksi data,
pengkodean, dan penarikan tema dengan mengaitkan temuan empiris pada kerangka
Digital Civic Pedagogy dan pendidikan kewargaan digital (Braun & Clarke, 2021).
Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan metode serta konfirmasi
terbatas kepada informan kunci untuk memastikan konsistensi interpretasi (Denzin,
2012). Melalui tahapan ini, penelitian diharapkan mampu menjelaskan secara
sistematis bagaimana inovasi teknologi pendidikan politik memperkuat pengawasan
partisipatif pemilih.

Hasil dan Pembahasan
1. Inovasi Digital dalam Pendidikan Politik Pemilih pada Tahapan Pilkada 2024

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu Kota Serang mengembangkan
inovasi teknologi pendidikan politik melalui pemanfaatan media sosial dan platform
digital sebagai instrumen utama edukasi pemilih pada tahapan Pemilihan Kepala
Daerah (Pilkada) 2024 di Kota Serang. Diketahui berdasarkan intensitas dan dampak
pemanfaatan media sosial Bawaslu Kota Serang dalam pendidikan politik dan
pengawasan partisipatif, tercermin pada tabel berikut:
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Tabel 1

Intensitas dan Dampak Pemanfaatan Media Sosial Bawaslu Kota Serang dalam
Pendidikan Politik dan Pengawasan Partisipatif

Platform Jumlah Rata-rata Bentuk Implikasi Kontribusi
Postingan Engagement Interaksi Pedagogis pada
Edukatif Rate Dominan Pengawasan
Instagram +120 posting | 6,8% Komentar, Literasi politik | Pelaporan awal
DM, share visual dan cepat | & klarifikasi isu
Facebook 185 posting 5,1% Diskusi Diskursus Pemahaman
komentar, kewargaan kolektif
live chat digital regulasi
Twitter/X +150 cuitan 3,9% Retweet, Kewaspadaan Deteksi dini
mention politik real-time | pelanggaran
Website & | 60 - Laporan Experiential Pelaporan
Lapor unggahan resmi civic learning formal berbukti
Online
Integrasi - - Transisi info | Pembelajaran Pengawasan
lintas ke aksi kontekstual partisipatif
platform aktif

Sumber: Peneliti (2025)

Berdasarakan Tabel di atas, diketahui dan dapat dianalisis konten digitalnya,
selama periode tahapan Pilkada 2024 di Bawaslu Kota Serang memproduksi sekitar
120 posting edukatif di Instagram dengan engagement rate rata-rata 6,8%, 85 posting
di Facebook dengan engagement rate 5,1%, serta 150 cuitan di Twitter/X dengan
engagement rate 3,9%. Intensitas ini menunjukkan bahwa media sosial dimanfaatkan
secara sistematis sebagai medium pendidikan kewargaan digital, bukan sekadar
kanal publikasi kelembagaan.

Pemanfaatan konten visual berupa infografis, video pendek, dan narasi regulasi
pencalonan berfungsi sebagai strategi pedagogis untuk menyederhanakan informasi
hukum pemilu agar mudah dipahami pemilih. Komisioner Bawaslu Kota Serang
menegaskan bahwa “media sosial kami desain bukan hanya untuk menyebarkan informasi,
tetapi untuk mendidik masyarakat agar paham tahapan pemilihan kepala daerah, baik untuk
pemilihan Gubernur Banten maupun Pemilihan Walikota Serang yang dilaksnakan secara
serentak, sehingga masyarakat mengetahui apa yang harus diawasi.” Dari temuan tersebut
menegaskan bahwa inovasi digital Bawaslu Kota Serang merepresentasikan prinsip
Digital Civic Pedagogy, yaitu menjadikan teknologi sebagai sarana pembelajaran
kewargaan yang kontekstual dan partisipatif. Dengan demikian, inovasi digital
Bawaslu Kota Serang telah mentransformasikan media sosial menjadi ruang
pendidikan politik pemilih yang aktif dan terukur.
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2. Implementasi Digital Civic Pedagogy dalam Pengawasan Partisipatif Pemilih

Implementasi Digital Civic Pedagogy dalam pengawasan partisipatif terlihat
dari integrasi antara edukasi digital dan pelibatan langsung pemilih dalam praktik
pengawasan. Data menunjukkan bahwa selain konsumsi konten edukatif, terjadi
transisi pemilih dari penerima informasi menjadi aktor pengawasan, khususnya
melalui direct message Instagram, mention Twitter/X, dan sistem pelaporan daring.
Staf teknis pengawasan Bawaslu Kota Serang menyampaikan bahwa “sebagian laporan
awal justru masuk dari DM Instagram atau mention Twitter sebelum diformalkan ke sistem
pelaporan.”

Gambar 1 Implementasi Digital Civic Pedagogy
dalam Pengawasan Partisipatif Pemilih
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Sumber: Sumber: Platform media sosial Instagram Bawaslu Kota Serang (2024)

Selain itu, Bawaslu Kota Serang secara aktif melibatkan relawan pengawas
partisipatif melalui pelatihan dan workshop yang dikombinasikan dengan materi
digital. Seorang relawan pengawas partisipatif menyatakan bahwa “kami belajar
mengenali pelanggaran dari konten Bawaslu, lalu turun ke lapangan dengan pemahaman yang
lebih jelas.” Temuan ini menunjukkan bahwa teknologi digital berfungsi sebagai
sarana pembelajaran kontekstual, di mana pemilih belajar melalui pengalaman
langsung yang difasilitasi oleh platform digital. Oleh karena itu, dapat dianalisis
bahwa Digital Civic Pedagogy bekerja efektif ketika edukasi digital terhubung
langsung dengan praktik pengawasan di lapangan.

3. Peran Teknologi Digital dalam Meningkatkan Literasi dan Kesadaran
Kewargaan Pemilih
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Pemanfaatan teknologi pendidikan politik berdampak pada peningkatan literasi
politik dan kesadaran kewargaan pemilih, khususnya dalam memahami tahapan
pencalonan dan jenis pelanggaran pemilu. Konten edukatif yang konsisten di media
sosial memperkuat pemahaman pemilih terhadap regulasi pencalonan, larangan
kampanye, serta mekanisme pelaporan pelanggaran. Seorang penggiat media sosial
lokal menyebutkan bahwa “konten infografis itu gampang dibagikan dan jadi bahan diskusi
warga, terutama soal larangan berkampanye termasuk larangan politik uang”.

Gambar 2 Konten Infografis Teknologi Digital
dalam Meningkatkan Literasi dan Kesadaran Kewargaan Pemilih
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Sumber: Platform media sosial Instagram Bawaslu Kota Serang (2024)

Pemilih tidak lagi hanya memahami hak memilih, tetapi juga mulai memaknai
perannya sebagai bagian dari sistem pengawasan demokrasi. Seorang pemilih
menyatakan bahwa “awalnya hanya lihat informasi, tapi akhirnya saya dapat memberikan
informasi melalui laporan dugaan pelanggaran melalui aduan online Bawaslu Kota Serang.”
Hal ini menunjukkan terjadinya internalisasi nilai active citizenship, di mana literasi
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politik digital mendorong kesadaran dan keberanian bertindak dalam pengawasan
pemilu. Hal ini menekankan bahwa teknologi pendidikan politik memperluas makna
partisipasi pemilih dari prosedural menjadi kewargaan aktif.

4. Dinamika Partisipasi Pemilih dalam Pengawasan Partisipatif Berbasis Digital

Dinamika partisipasi pemilih dalam pengawasan berbasis digital ditandai oleh
variasi intensitas dan bentuk keterlibatan. Engagement rate yang relatif tinggi di
Instagram dan Facebook menunjukkan bahwa platform visual dan naratif lebih efektif
menjangkau pemilih, sementara Twitter/X berperan dalam penyebaran informasi
cepat dan kewaspadaan terhadap isu pelanggaran. Namun, penelitian juga
menemukan bahwa tidak seluruh interaksi digital berujung pada pelaporan formal,
sehingga masih terdapat kesenjangan antara partisipasi daring dan tindakan
pengawasan administratif.

Hambatan utama meliputi keterbatasan literasi hukum pemilu, kekhawatiran
melapor, serta persepsi bahwa pengawasan merupakan tugas penyelenggara semata.
Meski demikian, keberadaan sistem pelaporan daring dan respons cepat Bawaslu
menjadi faktor pendukung penting dalam menjaga partisipasi pemilih. Dinamika ini
menunjukkan bahwa partisipasi digital bersifat bertahap dan memerlukan penguatan
pedagogis berkelanjutan. dengan demikian partisipasi pengawasan berbasis digital
berkembang secara gradual dan membutuhkan pendampingan pedagogis yang
konsisten.

5. Kolaborasi Kelembagaan dan Ekosistem Pengawasan Partisipatif

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan partisipatif berbasis Digital
Civic Pedagogy diperkuat melalui kolaborasi antara Bawaslu, KPU, TNI/Polri,
organisasi masyarakat sipil, relawan, pemantau, media massa, penggiat media sosial
dan pemilih. Koordinasi lintas lembaga memungkinkan pertukaran informasi,
klarifikasi cepat, dan penanganan pelanggaran yang lebih efektif. Kolaborasi ini juga
memperluas jangkauan edukasi politik digital hingga ke komunitas akar rumput.

Diungkapkan oleh Komisioner Bawaslu Kota Serang yang menegaskan bahwa
“pengawasan partisipatif tidak bisa berjalan sendiri, harus dibangun sebagai ekosistem
bersama.” Temuan tersebut menegaskan bahwa Digital Civic Pedagogy tidak hanya
bekerja pada level individu pemilih, tetapi juga pada level sistem dan jejaring
kelembagaan. Untuk itu, ekosistem kolaboratif menjadi prasyarat keberlanjutan
pengawasan partisipatif berbasis digital.

6. Digital Civic Pedagogy sebagai Strategi Penguatan Demokrasi Partisipatif

Seluruh temuan penelitian dirangkum dalam Gambar 3 (Model Digital Civic
Pedagogy Bawaslu Kota Serang) yang menunjukkan alur integrasi antara inovasi
teknologi, proses pedagogis digital, internalisasi kesadaran kewargaan, aksi
partisipatif pemilih, dan penguatan demokrasi elektoral lokal. Model ini menegaskan
bahwa inovasi teknologi pengawasan Bawaslu Kota Serang tidak hanya
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meningkatkan efisiensi pengawasan, tetapi juga membangun kapasitas pendidikan
politik pemilih secara berkelanjutan.

Gambar 3 Model Digital Civic Pedagogy dalam
Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilih Pilkada 2024
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Model ini menunjungkan bahwa pengawasan partisipatif bukan sekadar aktivit teknis,
tetapi hasil dari proses pembelajaran kewargaan digital yang terstruktur.

Sumber: Penliti (2025)

Dibandingkan dengan studi sebelumnya yang menempatkan partisipasi digital
pada ranah ekspresi politik semata, penelitian ini menunjukkan bahwa Digital Civic
Pedagogy dapat dioperasionalkan secara konkret dalam praktik pengawasan tahapan
pencalonan kepala daerah. Dengan demikian, inovasi ini memberikan kontribusi
teoretis dan praktis bagi penguatan demokrasi elektoral di Indonesia. Maka dari itu,
Digital Civic Pedagogy merupakan strategi kunci dalam mengintegrasikan
pendidikan politik dan pengawasan partisipatif pemilih pada Pilkada 2024.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa optimalisasi pengawasan partisipatif
pemilih melalui inovasi teknologi pendidikan politik dengan model Digital Civic
Pedagogy terbukti mampu memperkuat kapasitas pemilih sebagai aktor demokrasi
yang sadar, kritis, dan partisipatif dalam tahapan Pilkada 2024, khususnya pada
pengawasan pencalonan kepala daerah. Inovasi teknologi yang dikembangkan
Bawaslu Kota Serang tidak semata berfungsi sebagai instrumen diseminasi informasi,
tetapi bertransformasi menjadi medium pedagogis yang membangun proses
pembelajaran kewargaan secara berkelanjutan dan kontekstual.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa integrasi media sosial, platform
pelaporan digital, dan edukasi daring menghasilkan pergeseran peran pemilih dari
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objek sosialisasi menjadi subjek aktif pengawasan. Melalui proses pedagogis digital
yang interaktif, pemilih mengalami internalisasi nilai-nilai kewargaan berupa
pemahaman regulasi, kesadaran terhadap potensi pelanggaran, serta etika demokrasi,
yang kemudian diwujudkan dalam tindakan partisipatif seperti pemantauan,
pelaporan, dan diskursus publik. Hal ini menegaskan bahwa pengawasan partisipatif
yang efektif merupakan hasil dari proses pendidikan politik digital yang terstruktur,
bukan sekadar aktivitas teknis atau administratif.

Secara teoretis, penelitian ini memperkuat pengembangan konsep Digital Civic
Pedagogy dengan menempatkannya dalam konteks pengawasan pemilu local yaitu
pemilihan kepala daerah, sehingga memperluas kajian pendidikan kewargaan digital
yang selama ini lebih berfokus pada partisipasi elektoral umum. Secara praktis,
temuan ini memberikan implikasi bahwa lembaga pengawas pemilu perlu
mengadopsi pendekatan pedagogis berbasis teknologi secara sistematis untuk
membangun ekosistem pengawasan partisipatif yang inklusif dan berkelanjutan. Ke
depan, penelitian lanjutan dapat diarahkan pada pengukuran dampak jangka
panjang Digital Civic Pedagogy terhadap kualitas demokrasi elektoral serta
pengembangan model serupa pada konteks wilayah dan tahapan pemilu atau pilkada
yang berbeda.
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